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Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan 
rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan berfikir kepada manusia, sehingga 
mampu melangsungkan hidup di atas muka bumi dan mampu berpikir rasional, kritis, 
kreatif dan ulet dalam bertindak. Shalawat dan salam atas kehadiran Rasulullah saw. 
Atas akhlak dan contoh tauladan yang dimiliki menjadikannya sebagai panutan bagi 
ummat manusia sebagai rahmatanlil alamin. Nabi yang membawa risalah kebenaran 
dan pencerahan bagi umat, yang merubah wajah dunia dari wajah biadab menuju 
jalan yang beradab, dari alam yang gelap menuju alam yang terang menderang. 
Kedatangannya juga membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (jahiliyah) dan 
perbudakan, lalu mencerahkannya dengan kecerdasan fikiran dan ketundukan bathin 
sehingga membuat manusia dan umatnya taat, tetapi bukan ketaatan tanpa rasio dan 
kecerdasan tetapi tidak membuatnya angkuh dan sombong.  
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sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Islam Negeri sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh 
banyak pelajaran dalam dunia proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, 
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Makassar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan 
pendayagunaan tanah wakaf di Masjid HM Asyik Kota Makassar dan untuk 
mengetahui  apakah pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf di Masjid HM 
Asyik Kota Makasssar sudah sesuai dengan harapan.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui 
obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini adalah 
Masjid HM Asyik Kota Makassar  
Hasil penelitian yang berhasil penulis analisa melalui berbagai tekhnik 
pengumpulan data dan analisa data adalah bahwa mengenai pengelolaan dan 
pendayagunaan tanah wakaf Masjid HM Asyik sudah berjalan dengan baik, 
sehingga manfaatnya saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat, dan ditinjau dari 
ekonomi Islam juga sudah cukup baik walaupun belum optimal karena kurangnya 
pengetahuan mengenai Wakaf dan Pengurus Yayasan dalam hal pengelolaan 







A. Latar Belakang 
 Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. 
Namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, 
wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah, melainkan 
juga merupakan phenomena yang multiform, yang menempati posisi sentral dalam 
kehidupan masyarakat. Wakaf juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan 
masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.1 
Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, 
khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang 
lembaga wakafnya sudah maju, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Pada 
umumnya di negara-negara tesebut, wakaf dikelola secara produktif.2 
Dalam hal ini, wakaf menempati posisi strategis sebagai salah satu solusi 
alternatif dan dapat berfungsi sebagai regulasi pengelolaan harta bagi kepentingan 
umum dan menjadi sistem sentral dalam mengatasi persoalan fundamental yang 
dihadapi umat manusia saat ini.3 Untuk mengelola wakaf secara optimal, nazir harus 
dibina menjadi nazir professional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya dan 
                                                          
, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 9.Hukum Perwakafan di IndonesiaUsman, Rachmadi 1  
 2Suhrawardi K. Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 
h. 22. 
3Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, (Makassar: Alauddin University Press, 





diharapkan badan wakaf Indonesia bukan hanya berpusat di Jakarta tetapi juga berada 
di tiap Provinsi/Daerah, fungsinya bila mana ada masalah-masalah dengan harta 
wakaf cepat dan mudah terorganisir keberadaannya. Apa lagi akhir-akhir ini sedang 
dilakukan sosialisasi wakaf produktif dan wakaf tunai.4 
Perlunya badan wakaf Indonesia tersebut karena wakaf sebenarnya ada dan 
tumbuh dalam masyarkat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada 
campur tangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan wakaf tersebut.5 Untuk mengoptimalkan fungsi wakaf, dengan bi-
orientasi, sosial dan ekonomi, Negara dan masyarakat (swasta) perlu berperan serta. 
Partisipasi Negara, terutama penyediaan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf 
yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan 
wakaf.6 
Agar wakaf dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan nazhir 
untuk mengelolanya. Nazhir adalah orang yang memegang amanah untuk memelihara 
dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang 
dikehendaki oleh si wakif dan sebagai seorang nazhir memiliki tanggung jawab bila 
sengaja merusak benda wakaf atau lalai mengurusnya.7 
                                                          
4Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 115. 
5Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 101. 
6Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 119. 







Untuk menjadi nazhir harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :8 
a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga ia 
bisa mengolala dengan baik, 
b. Memiliki kreativitas, 
c. Beragama Islam, 
d. Sehat jasmani dan rohani, 
e. Sudah dewasa, 
f. Tidak berada di bawah pengampunan, 
g. Bertempat tinggal di kecamatan, tempat letak benda yang diwakafkannya, 
dan 
h. Warga Negara Republik Indonesia. 
Persoalan yang dihadapi nazhir di Indonesia sebenarnya bukan hanya 
mengenai cara pengelolaan, akan tetapi juga menyangkut masalah dana yang 
diperlukan untuk mengembangkan benda wakaf, sengketa tanah wakaf dan lain-lain.9 
Mengenai hal tersebut diharapkan agar tanah wakaf dapat difungsikan dan 
dimanfaatkan secara lebih professional, serta para pengurus harta atau tanah wakaf 
dapat dilakukan dengan cara yang lebih maksimal, lebih baik, dan lebih terarah. 
                                                          
8Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, (Makassar: Alauddin University Press, 
2011), h. 87. 
9Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif, (Makassar: Alauddin University Press, 







Mengingat bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat, Mengingat 
bahwa wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat, maka di dalam pengelolaannya 
harus diserahkan lembaga atau badan yang bertugas mengelola wakaf yang disebut 
dengan nadzir. Nadzir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena 
nadzir adalah ujung tumbak perwakafan, tanpa nadzir, maka wakaf tidak akan 
terlaksana. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 
pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.10 Di dalam hukum Islam masalah nadzir 
tidak dibahas secara jelas, akan tetapi ada hal-hal penting yang mengisyaratkan 
tentang arti pentingnya kedudukan nadzir. Meskipun dalam sistem perwakafan 
menurut fiqih tidak disebutkan bahwa nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun 
demikian nadzir sangat diperlukan agar tujuan wakaf dapat tercapai manfaatnya, 
maka secara otomatis nadzir dibutuhkan seseorang atau badan hukum yang 
mengelola dan mengurus wakaf.  
Sehubungan dengan ini, di kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar ada beberapa masjid di lokasi tersebut diwakafkan akan tetapi peneliti 
hanya terfokus disalah satu masjid. Salah satu masjid yang dimaksud oleh peniliti 
adalah Masjid HM Asyik yang merupakan tanah wakaf yang dahulunya dimiliki oleh 
individu kemudian diberikan kepada pengurus yayasan untuk mengelola dan 
memberdayakan tanah tersebut sebagai salah satu tempat beribadah umat Islam. 
                                                          





Dari beberapa uraian diatas,maka penulis tertarik untuk melakukan mengkaji 
dan menganalisa dalam bentuk penelitian tentang: Pengelolaan dan Pendayagunaan 
Tanah Wakaf Masjid HM Asyik Kota Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka 
rumusan masalah yang diajukan adalah : 
1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf Masjid HM Asyik  Kota Makassar? 
2. Bagaimana bentuk pendayagunaan tanah wakaf Masjid HM Asyik Kota 
Makassar? 
C. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan yang dilakukan. 
Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti 
sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari 
pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. 
Fokus penelitian dipandang penting karena dengan adanya fokus penelitian 
akan membatasi studi yang diteliti dan membahas studi yang dilakukan memiliki 
peranan penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Milles dan 
Huberman (1992: 60) mengemukakan bahwa: 
“Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang 
 kemanfatanya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi. Ini merupakan 
 bentuk praanalisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan yang 
 memperhatikan lainnya. Dengan adanya pemfokusan akan menghindari 






Oleh karena itu pada prinsipnya fokus penelitian dimaksudkan untuk dapat 
membantu penulis agar dapat melakukan penelitiannya, sehingga hanya akan ada 
beberapa hal atau aspek yang dapat diarahkan sesuai dengan judul yang telah 
ditentukan sebelumnya.  
Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 
1. Tanah Wakaf 
Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti berhenti, berdiam 
ditempat, atau menahan.11 Kata “waqafa, yaqifu, waqfa”, dalam bahasa Arab 
merupakan sinonim dari  kata “habasa, yahsibu, habsan” yang meneurut bahasa juga 
berarti menahan.12 Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, 
disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya 
atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. 
Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun 
sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta 
wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi 
kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif 
dan dalam batasan hukum syariat.13  
                                                          
11Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: 
Krapyak, t.th), h. 2033-2034.  
12Muhammad Al-Khatib, al-Iqna’ (Beirut: Darul Ma’rifah, t.th), h.26. 
13Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan tata Kelola 





Tanah adalah harta benda wakaf yang tidak bergerak yang dapat 
diperuntukkan sebagai sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan 
serta kesehatan; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kemajuan 
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan 
perundang-undangan.14 
Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Boedi 
Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, 
mulai dari terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan 
memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah 
wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum 
lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.15 
2. Pengelolaan 
Pengelolaan ialah proses, cara, pernuatan mengelolah. Pengelolaan adalah 
proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses 
yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang 
memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 
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kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Proses yang memberikan pengawasan pada 
semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.16 
3. Pendayagunaan 
Maksud dari pendayagunaan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, dan pengusahaan 
(tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.17 
D. Kajian Pustaka 
Beberapa referensi dan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan rujukan awal 
dalam penelitian ini adalah: 
Efektifitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di 
Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok) oleh Rinawati. Dalam skripsi ini membahas 
tentang bentuk pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, 
sudah sesuaika dengan yang dicita-citakan wakif ketika mewakafkan harta wakafnya 
sebelum wafat, dan apakah manfaat harta wakaf tersebut dapat dirasakan oleh 
pengurus, santri maupun masyarakat sekitar. 
Analisis Hukum Fungsi Wakaf Terhadap Kepentingan Sosial (Studi Kasus 
Daerah Bau-Bau) oleh Zulaini. Yang dalam kajiannya tersebut membahas bagaimana 
pelaksanaan, sistem pengelolaan dan pengurusan harta wakaf menurut fungsi dan 
manfaatnya yang pada gilirannya memunculkan pemikiran-pemikiran hingga 
dijadikan hukum dalam pelaksanaan wakaf. 







Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Ummat di Kelurahan 
Biringere Kabupaten Sinjai oleh M. Anshari. Berdasarkan dari hasil penelitian belum 
terealisasi secara optimal karena belum bisa memberikan potensi ekonomiyang tinggi 
sehingga konstribusi tanah wakaf terhadap masyarakat masih relatif rendah. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Mengetahui pengelolaan tanah wakaf Masjid H M Asyik di Kota 
Makassar. 
2. Mengetahui bentuk pendayagunaan tanah wakaf Masjid H M Asyik di 
Kota Makassar. 
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Bagi Tempat Penelitian 
Penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui tentang pengelolaan, 
pendayagunaan dan permasalahan secara umum yang dihadapi oleh 
lembaga-lembaga pengelola tanah dalam pengelolaan dan pendayagunaan 
tanah wakaf serta langkah-langkah yang ditempuh khusus Masjid H M 
Asyik Kota Makassar. 
2.  Bagi Mahasiswa 
Manajemen tentang pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf, 
memerlukan pengkajian yang serius dari kalangan akademis untuk 





penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 





A. Ekonomi Islam 
1. Pengertian Ekonomi Islam 
Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (Greek) yaitu oicos dan 
nomos yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut 
istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan 
kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat 
(volkshuishouding) maupun dalam rumah tangga negara (staatshuishouding).15 
Menurut S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan 
aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam 
memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan 
memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan 
masyarakat. Adapun M. Umer Chapra mendefinisikan ekonomi Islam dengan cabang 
pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatau 
alokasi dan distribusi sumber-sumber  daya langka yang seirama dengan maqashid, 
tanpa mengakang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan 
                                                          




makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas 
keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat.16 
2. Tujuan Ekonomi Islam 
Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu 
sendiri (maqashid asy syari’ah), yang mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat 
(falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). 
Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan 
semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. 
Mewujudkan kesejateraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus 
tujuan utama dari syariat Islam (mashlahah al ibad), karenanya juga merupakan 
tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah 
mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-
mashlahah-an, yaitu keimanan (ad dien), ilmu (al-‘ilm), kehidupan (an-nafs), harta 
(al-maal) dan kelangsungan keturunan (an-nasl). Kelima mashlahah tersebut pada 
dasarnya merupakan sarana untuk sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan 
yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, 
niscaya manusia tidak tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. 
Mashlahah dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan 
(equilibrium), sebab keseimbangan merupakan sunnatullah. Kehidupan seimbang 
merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam pun disebut sebagai 
                                                          
16Idri, Hadis Ekonimi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi), (Cet-1; Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2015), h. 3. 
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umat pertengahan (umatan wasthan). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan 
kehidupan yang seimbang ini, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa 
kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. 
Dengan demikian, sebagai suatu cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk 
mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setia individu yang membawa 
mereka kepada kebahagiaan didunia dan akhirat (falah). Dengan demikian, perhatian 
utama ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan 
kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan 
spiritualnya. Karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, 
maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.17 
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 
Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategoris 
terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-
prinsip ekonomi Islam pada: prinsip tauhid, rububiyyah, khilafah dan tazkiyah. 
Mahmud Muhammad Babali menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan 
kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: al-ukhuwah (persaudaraan), al-Ihsan (berbuat 
baik), al-nasihah (memberi nasihat), al-istiqamah (teguh pendirian) dan al-taqwa 
(bersikap takwa).  
Namun dari beberapa kategorisasi diatas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip 
dalam ekonomi Islam, sebagai berikut: 
                                                          
17Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, Ekonomi Islam (Ed. 
1-Cet. 6; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 56-57.  
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a) Prinsip Tauhid 
Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini 
mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya, 
(hubungan horisontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah 
(hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas 
ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada al-
Qur’an. 
b) Prinsip Keseimbangan 
Kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. 
Keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan 
keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan 
dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan 
(umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu 
dan masyarakat. 
Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna 
keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki negara dari 
hasil pendapatan negara, seperti: wakaf, zakat, sedekah, ganimah (harta 
rampasan perang), fai (harta rampasan perang tidak melalui 
peperangan),’ushr (zakat tanaman), kharaj (pajak atas daerah yang 
ditaklukkan dalam perang), dan sebagainya. 
c) Prinsip Khilafah 
15 
 
Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan dimuka bumi yang harus 
menjalankan aturan dan hukum-hukum yang yang telah ditetapkan 
pemberi “mandat” kekhalifahan, Allah swt. Posisi manusia sebagai 
khalifah dapat dilihat dalam berbagai ayat al-Qur’an, seperti dalam surat 
al-Baqarah (2): 30, surat al-An’am (6): 165, surat Fatir (35): 39, surat Sad 
(38): 28, dan al-Hadid (57): 7. 
d) Prinsip Keadilan 
Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme 
perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan 
pada ayat-ayat al-Qur’an atau sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada 
pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas 
prinsip keseimbanga dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan 
dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan 
dampak yang ditimbu dari berbagai kebijakan ekonomi yang 
dikeluarkan.18 
4. Manfaat Ekonomi Islam 
Adapun manfaat penerapan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan 
ekonomi adalah: Pertama, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan 
mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari 
pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil). 
                                                          
18Muslimin Kara, dkk. Pengantar Ekonomi Islam (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 3-6 
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Kedua, Sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun 
rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. Ketiga, 
mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan 
politik. 
Pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam perekonomian suatu negara 
adalah disebabkan populasi umat Islam dari seluruh penduduk dunia saat ini lebih 
kurang 800.000.000 jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia. Seluruh umat Islam 
terikat dengan suatu ikatan yakni akidah Islamiyah, mereka terikat baik secara 
keyakinan, psikologis maupun terikat secara politis dan ekonomis. Untuk 
menerapkan kembali sistem ekonomi Islam, yang sudah digariskan Rasulullah pada 
awal pemerintahan Islam pada abad ke-7 M, sangat relevan dan penting demi 
terwujudnya perubahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam. Disamping itu untuk 
menguatkan persatuan umat Islam dalam kemandirian ekonomi karena perekonomian 
dunia belakangan ini dikuasai oleh paham individualis (kapitalis) dan komunis 
(sosialis) yang masing-masing kelompok mempunyai politik ekonomi yang berbeda 
dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan politik ekonomi 
yang menyeluruh, terkendali dan memandang semua segi kemanusiaan serta 
mengakui kebutuhan-kebutuhan manusia dan menjelaskan semua itu dengan ciri yang 
khas.19 
 
                                                          
19Rozalinda, Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi). (Ed. 1-Cet. 3; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 4 
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5. Hubungan Ekonomi Islam dengan Wakaf 
Ekonomi Islam memberikan solusi alternatif yang secara garis besar dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme non-
ekonomi. 
Pertama, mekanisme ekonomi adalah mekanisme yang dapat ditempuh 
seseorang seperti melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif yang dikemukaan 
di atas. 
 Kedua, mekanisme non-ekonomi, yaitu mekanisme yang tidak melalui 
aktivitas ekonomi yang produktif, melainkan melaui aktivitas non-produktif, 
misalnya pemberian (hibah, shadakah, zakat, dll) atau warisan. Mekanisme non-
ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi dengan tujuan untuk 
mengatasi distribusi kekayaan agar berjalan secara seimbang dan proporsional (al-
tawazun). 
Untuk mencapai distribusi kekayaan yang berimbang dan proporsional 
tersebut dapat ditempuh dengan beberapa cara pendistribusian harta dengan 
mekanisme non-ekonomi seperti di antaranya : (1) pemberian harta negara kepada 
warga negara yang membutuhkan, (2) pemberian ZISWA (zakat, infaq, sedekah, 
wakaf) serta hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan; (3) 
pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain.20 
                                                          
20Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. (Ed. 1- Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2007), h. 12-14.  
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Wakaf merupakan salah satu instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan 
sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-
muslim boleh memiliki konsep philanthropy tetapi ia cenderung seperti hibah atau 
infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan 
dengan instrument Zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan 
pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mustahiq.21 
B. Wakaf 
1. Pengertian Wakaf 
Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti berhenti, berdiam 
ditempat, atau menahan.22 Kata “waqafa, yaqifu, waqfa”, dalam bahasa Arab 
merupakan sinonim dari  kata “habasa, yahsibu, habsan” yang meneurut bahasa juga 
berarti menahan.23 
Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa Arab Waqf, kata kerjanya 
Waqafah, yaqifu, yang berarti “berdiri”, “ragu-ragu”, “menahan” atau “mencegah. 
Ungkapan kata waqaftu, berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah 
dan aku tahan. Selanjutnya kata waqf  lebih popular digunakan untuk makna mauquf 
artinya yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan, dibandingkan dengan 
                                                          
21Nurnasrina, “Ekonomi Islam Sarana dalam Mewujdkan Ekonomi Masyarakat Madani”, No 
1 (November 2013), h. 234. 
22Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: 
Krapyak, t.th), h. 2033-2034.  
23Muhammad Al-Khatib, al-Iqna’ (Beirut: Darul Ma’rifah, t.th), h.26. 
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makna suatu transaksi. Ungkapan kalimat: hadzah al-‘iqar waqf (tanah ini adalah 
wakaf) maksudnya hadza al-iqar mauquf (tanah ini diwakafkan).24  
Menurut kompilasi hukum Islam pasal 1: wakaf adalah perbuatan hukum 
seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 
benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan 
ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.25 Sementara itu, 
dalam pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan bahwa: 
wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syariat.26 Dengan demikian, wakaf merupakan tindakan hukum seseorang 
dalam bentuk pemisahan sebagian harta dan melambangkan untuk selamanya guna 
keperluan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 
Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan 
dalam ajaran Islam karena murapakan hal baik yang pahalanya tidak putus-putus 
                                                          
24H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Cet. I; Jakarta: 
Kementrian Agama, 2010), h. 77. 
25Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Isam,1991, Pasal 1. Hlm. 107. 
26Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. (Ed. 1- Cet.3; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 224-225. 
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diterima oleh yang melakukannya selama benar yang diwakafkan itu tidak musnah 
dan terus dimanfaatkan orang.27  
Dari definisi ini terlihat bahwa harta yang boleh diwakafkan harus berupa 
benda tertentu yang dimiliki bukan yang dimaksudkan harta adalah uang dirham dan 
dinar sebab keduanya akan hilang jika ditukarkan tidak ada zatnya lagi dan syarat 
harta wakaf harus tetap terjaga zatnya walaupun dimanfaatkan, jika pemanfaatannya 
mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab 
akad wakaf untuk terus menerus dan selama-lamanya, dan benda yang diwakafkan ini 
jika diwakakafkannya, maka tidak ada pemanfaatan pada zatnya tidak boleh dijual 
dan digadaikan.28 
2. Pendapat Para Fuqaha 
Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda 
yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan 
manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan 
perorangan, masyarakat, agama maupun umum. 
Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memberikan pengertian wakaf adalah 
penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil 
barang itu, yang dapat disebutkan oriah atau commodate loan untuk tujuan-tujuan 
amal saleh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad 
                                                          
27Desi Kamalia Basher, Wakaf dan Hubungannya dengan Solidaritas Social dalam 
Pandangan Syariat Islam, (Makassar: Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2010), h. 16 




menberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawa hukum 
benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilikan dari wakif berakhir dan 
berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya 
dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.29 
Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisan al-A’rab mengatakan tentan kata habas 
yang berarti amsakahu (menahannya). Ia menambahkan: al-hubus ma wuqifa 
(Sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: Habbasa al-faras fisabilillah (ia 
mewakafkan kuda di jalan Allah SWT.) atau ahsabu, dan jamaknya adalah habais. 
Kalimat ini berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditungganginya 
ketika sedang melakukan jihad. Ibnu Mandzur menambahkan tentang kata waqafa 
seperti pada kalimat: Waqafa al-ardha ala al-masakin (Dia mewakafkan tanah 
kepada orang-orang miskin). Sedangkan dalam kamus Mukhtar Ash-Shahhah: Li al-
masakin waqfan yang berarti habasahu (mewakafkannya untuk orang-orang miskin). 
Sedangkan menurut Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan “menahan 
harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok 
barang dan keabadiannya yang berasal dari harta maksiat semata-mata karena ingin 
mendekatkan diri kepada Allah SWT”. Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan: 
“menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk 
disalurkan kepada jalan yang dibolehkan”. Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki 
mengatakan bahwa wakaf adalah: “memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu 
                                                          
29Asaf A.A. Fyzee. Outlines of Muhammad Law, disalin oleh Arifin Bey. Tinta Mas. (Jakarta. 
1961), h. 83 
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ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberianya sekalipun hanya 
bersifat simbolis. 
Kesimpulannya, baik al-habsu maupun al-waqf sama-sama mengandung 
makna al-imsak (menahan), al-man’u (mencegah atau melarang), dan at-tamakkust 
(diam). Disebut menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua 
tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena 
manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang 
termasuk berhak atas wakaf tersebut.30 
3. Dasar Hukum Wakaf 
Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari 
pemahaman teks ayat al-Qur’an dan juga as-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur’an 
yang secara tegas mejelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada dalm konteks terhadap 
ayat al-Qur’an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.31 
Para ulama mengemukakan beberapa ayat al-Qur’an sebagai dasar hukum 
adanya praktik wakaf, kendati ayat-ayat tersebut masih mengandung pengertian 
umum, yaitu antara lain: 
Allah berfirman dalam QS Ali ‘Imran/3:92 
                                 
                                                          
30Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata 
Kelola Wakaf di Indonesia, (Bekasi: Gramata Pulishing, 2015), h. 8-10. 
31Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Edisi II 




Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu 
nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah Mengetahui.32 
Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun para ulama ahli fikih dari 
berbagai mazhab menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena secara 
historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang mendorong untuk 
melaksanakan wakaf. Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Maja, Turdmudzie dan 
Nasa’ie (a’immah al-Sittah) menuturkan bahwa Abu Thalhah adalah salah seorang 
yang kaya di Madinah, ia memiliki kebun kurma yang luas dan salah satunya 
berlokasi di depan Masjid Nabi yang dikenal dengan “Bairuha”. 
Selanjutnya para sahabat yang lain seperti Zaid bin Haritsah, Abdullah bin 
Umar dan lain-lain, menyerahkan hartnya yang palin berhargauntuk beramal wakaf.33 
Allah berfirman dalam QS Al-Hajj/22:77 
                                   
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat satu kemengan.34 
                                                          
32M. Quraish Hihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an), (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), h. 170-180  
33H. Mukhlisin Muzarie. Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h.80 -81 
34M. Quraish Hihab. Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an), (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), h. 297. 
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Selanjutnya hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang 
menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika ia memperoleh tanah di 
Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi 
menganjurkan untuk menahan asal tanah dan mnyedekahkan hasilnya. 
يِ ِنإ  َِاللّ  َلوُسَر اَي  َلاََقف اَهِيف  ُهُرِم  ْ َأتْسَي  َمَلَسَو  ِهَْيلَع  َُللّ ىَلَص  َيَِبنلا َىَتأَف  َخِب  َرَبْيَخ اًضَْرأ  َباََصأ  ِباَطَخْلا   َنْب  َْنأَرَمُع 
 َلاَق اَِهب  َتْق  َدََصتَو اََهلَْصأ  َتَْسبَح  َْتئِش  ْنِإ  َلاَق  ِهِب  ْ َأت ُرُم  اََمف  ُهْنِم يِدْنِع  ََسفَْنأ   َطق  ًلاَم  ْبُِصأ  ْمَل  َرَبْيَخِب اًضَْرأ 
 ُتْبََصأ  
 ِلِيبَس يِفَو  ِباَق  ِ رلا يِفَو ىَب  ُْرقْلا يِفَو  َُقفْلاِءا يِف اَِهب  َق  َدََصتَو  ُث  َرُوي َلَو   ُبَه ُوي  َوَل  ُع اَُبي  َل  ُهََنأ اَِهبُرَمُع 
 ََقدََصَتف 
 ِهِب  ُْتَثدَحَف  َلاَق   ل ِ  وََمتُم  َرْيَغ  َمِعُْطيَو   ِفو  ُرْعَمْلاِب اَهْنِم  َلُْكأَي  َْنأ اََهيِلَو  ْنَم ىَلَع  َحاَنُج  َل  ِفْيَضلاَو  ِلِيبَسلا  ْباَو  َِاللّ 
 ًلاَم   لِ َثَأتُم  َلَرْيَغ اََقف  َني  ِريِس  َنْبا 
 Artinya : 
“Umar bin Al Khattab radiallahu ‘anhu mendapat bagian lahan di khaibar 
lalu dia menemui Rasulullah untuk meminta pendapat beliau tentang 
tanah lahan tersebut dengan berkata: wahai Rasulullah, aku mendapatkan 
lahan di khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih 
bernilai selain itu. Maka apa yang tuan perintahkan tentang tanah 
tersebut? Maka beliau berkata : jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) 
pepohonannya lalu kamu dapat bersedakah dengan (hasil buah) nya. 
Maka Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak 
dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya 
untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fiisabilillah, ibnu 
sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang 
mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf (benar) 
dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya”. 
 
 Substansi hadits diatas sangat jelas menerangkan tentang wakaf karena dua 
hal: Pertama, nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan 
menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. Kedua, hadis ini ditutup 
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degan keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara 
yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. 
Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang 
wakaf.35 
C. Sejarah Wakaf  
Esensi wakaf pada dasarnya telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, 
termasuk dikalangan nonmuslim. Hanya saja apa yang dilakukan oleh umat terdahulu 
tersebut bukan untuk mendapat keridaan Allah melainkan persembahan untuk 
kepercayaan mereka. Mungkin kondisi ini menjadi penyebab ulama besar seperti 
Imam Syafi’i menyatakan bahwa tidak ada wakaf sebelum umat Islam. 
Pembahasan sejarah wakaf akan kami bagi dalam dua kelompok yaitu: masa 
Rasulullah serta para sahabat dan masa dinasti-dinasti Muslim.36 
1. Masa Rasulullah 
 Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena 
wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua 
hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam 
(fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut 
sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf 
adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. 
                                                          
 35Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata 
Kelola Wakaf di Indonesia. (Bekasi: Gramata Pulishing, 2015), h. 33 
 36Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia. (Ed 3-Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 328  
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Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr 
bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: 
 Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad 
 berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang 
 Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor 
 mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani: 129)” 
 
 Rasulullah SAW, pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun 
kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun 
lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali 
melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. 
 Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khathab disusul 
oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. 
Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. Lainnya seperti Abu Bakar yang 
mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak 
keturunanya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. 
Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakafkan 
rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan 
wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwan dan 
‘Aisyah istri Rasulullah SAW.37 
2. Masa Dinasti-Dinasti Islam 
                                                          
 37Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf. (Fiqih Wakaf 2006), h.4-6 
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Pada mas dinasti Ummay bin Abbasiyah, pelaksanaan wakaf menjadi lebih 
luas lagi, yaitu untuk turut membangun solidaritas umat dan ekonomi masyarakat 
karena selain untuk membantu fakir miskin wakaf juga dilakukan untuk membangun 
pendidikan baik fisik bangunan bangunan, para pengajar maupun beasiswa bagi 
pelajar dan perpustakaan. 
Bahkan pada masa dinasti Ummayyah di Mesir, pertama kali didirikan 
lembaga wakaf khususnya administrasi wakaf pertama kali di Mesir dibawah 
pengawasan hakim yaitu pada saat kekhalifahan dipimpin oleh khalifah Hisyam bin 
Abd Malik dengan hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy. Dilanjutkan 
dengan pendirian di Basrah hingga diseluruh wilayah kekhalifahan. Selanjutnya, 
pengelolaan lembaga wakaf dilakukan oleh Departemen kehakiman secara baik dan 
hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. 
Pada dinasti Abbasiyah, pengelolaan wakaf baik secara adminitrasi dan 
independen dilakukan oleh lembaga disebut dengan “shadr al-wuquf”. Lembaga ini 
bahkan memilih staf pengelola lembaga wakaf. 
Pada masa Ayyubiyah, terjadi lompatan besar dalam berwakaf, yaitu saat 
Shalahuddin al-Ayyubi dan Nuruddin Zanki mendapatkan fatwa dari seorang ahli 
fikih terkenal Ibnu Abi ‘Ashrun 482-585 H/1088-1188 M yang menfatwakan bahwa 
tanah-tanah baitul mal bagi kemaslahatan umat seperti pembangunan madrasah 
hukumnya adalah boleh (jawaz) dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan 
pemberian kepada yang berhak. Dampak fatwa ini meningkatkan perkembangan 
pendidikan dan sistem pendidikan, seperti di ungkapkan oleh Ibnu Habir saat melihat 
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pendidikan di Damaskus yang didirikan oleh Zanki (614 H). Begitu juga untuk 
sekolah yang dibangun oleh Al Ayyubi di Mesir.38 
Perkembangan pendidikan ini berlanjut hingga masa Al Mamluk di Mesir 
yang dipuji oleh Ibnu Bathuthoh (1304-1377 M) dan Ibnu Khaldun (1332-1406 M), 
dimana sistem pendidikan dan pembangunan perpustakaan umum meningkat pesat 
karena peranan wakaf. Selain itu, pada zaman ini dikenal wakaf hamba sahaya yang 
diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama, juga wakaf umum untuk 
kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk 
membantu orang-oarang fakir dan miskin, termasuk wakaf untuk sarana di Haramain, 
Mekkah dan Madinah. Wakaf untuk Haramain ini pertamana dilakukan oleh Raja 
Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai 
kiswah (kain penutup) ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan nabi 
Muhammad saw dan mimbarnya setiap lima tahun sekali. 
Dinasti Utsmani, yang menguasai sebagian besar wilayah negara Arab, 
menerapkan syariah Islam dengan lebih mudah termsuk mengatur tentang wakaf yang 
mulai diberlakukan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H (1859 M). Undang-
undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf,  sertifikasi wakaf, cara 
pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam 
upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-perundangan. Selanjutnya, 
tahun 1287 H (1866 M) dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang 
                                                          




kedudukan dan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang 
berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab 
masaih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan samapi sekarang.39   
D. Rukun dan Syarat Wakaf 
1. Rukun Wakaf 
Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam 
pembentukan sesuatu hal. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan wakaf 
tidak dapat berdiri.40 Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan 
syaratanya. Rukun wakaf menurut fiqh mayoritas ada 4 (empat) macam yaitu: 
a) Waqif (Orang yang Mewakafkan) 
Waqif adalah pihak yang mewakafkan. Waqif harus mempunyai 
kecakapan hukum atau kamalul ahliyah dalam membelanjakan hartanya 
(tasharruf al-mal). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu: (1) 
Merdeka; (2) Berakal sehat, (3) Dewasa (baligh), (4) tidak dibawah 
pengampunan. 
b) Mauquf ‘Alaih (Tujuan Wakaf) 
Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan 
diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat mauquf ‘alaih adalah qurbat 
atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, yangmenjadi objek 
                                                          
39Sri Nurhayati dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia, (Ed 3; Jakarta: Salemba Empat, 
2014), h. 328-329 
40Mukhtar Lutfi. Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar, (Makassar : 
Alauddin University Press, 2014). h. 49. 
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wakaf harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada 
Allah. Mauquf ‘alaih tidak beloh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, 
hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. 
c) Mauquf (Harta Benda Wakaf) 
Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada (1) jenis harta, 
apakah harta bergerak atau tidak bergerak, atau bias keduanya (2) harta 
wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. (3) harta wakaf itu merupakan 
hak milik dari waqif. 
d) Shighat (Pernyataan atau Ikrar Waqif) 
Shighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh 
waqif. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan 
apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, 
semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad tabarru’, yaitu 
transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan 
Kabul dari pihak penerima dan diucapkan dengan ijab si waqif. Akad 
tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf. Definisi akad disini adalah 
suatu bentuk perbuatan hukum (tasharruf) yang mengakibatkan adanya 
kemestian penataan kepada apa yang dinyatakandari kehendak perbuatan 
perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun 
pernyataan itu dari sepihak saja. Akad dalam pengertian kesepakatan dari 
dua bela pihakyang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan 
dengan ijab dan qabul, seperti yang terjadi dalam jual-beli, sewa-
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menyewa, dan sebagainya sehingga tidaklah berlakudalam pengertian 
akad wakaf.41 
2. Syarat Wakaf 
Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan mewakafkan (waqif) ialah bahwa 
wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru’, yaitu melepaskan hak milik tanpa 
imbalan materi, orang yang dikatakan cakap bertindak tabarru’ adalah baligh, berakal 
sehat dan tidak dipaka. Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan 
merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan dan tahan lama untuk 
digunakan. 
Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada 
perusahaan dan berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan dan 
berupa apa saja yang lainnya, yang penting pada harta yang berupa modal ialah 
dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahata atau 
keuntungan. Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf harus sejanlan 
dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah dan 
shadaqah merupakan salah satu kategori ibadah, maka tujuan wakaf harus yang 
termaksud kategori ibadah atau sekurang-kurangnya adalah merupakan perkara-
perkara mudah menurut ajaran agama Islam, yakni dapat menjadi sarana ibadah 
dalam arti luas. 
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Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan, bila wakaf 
diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang 
menerimnya. 
Syarat-syarat shigat wakaf adalah wakaf di-shigat-kan, baik dengan lisan, 
tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan 
wakif (ijab) dan Qabul mauquf ‘alaih tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh 
dilakukan bagi wakif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.42 
Setelah mejelaskan rukun dan syarat wakaf, maka untuk mengelola benda 
wakaf tersebut, maka diadakan nadzir yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 
angka 5 Komplikasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok atau badan hukum 
yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 
Adapun nadzhir yang perorangan menurut ketentuan dalam Pasal 219 
Komplikasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Beragama Islam; 
c. Sudah dewasa; 
d. Sehat jasmani dan rohaniah; 
e. Tidak berada dibawah pengampunan; 
                                                          





f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda yang 
diwakafkannya. 
Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 
b. Mempunyai perwakilan dikecamatan tempat letak benda yang 
diwakafkannya.43  
E. Macam-Macam Wakaf 
Adapun macam-macam wakaf dapat dibedakan menjadi dua bentuk 
perwakafan sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut: 
1) Wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntuhkan khusus pada orang-
orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga waqif atau bukan. 
Wakaf ahli ini disebut juga dengan wakaf khusus. 
2) Wakaf khairi, yaitu wakaf yang saja semula manfaatnya 
diperuntuhkan untuk kepentingan umum tidak khusus orang-orang 
tertentu, untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun 
yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian 
dan sebagainya.44 
Adapun macam-macam wakaf sebagai berikut: 
                                                          
43Rachmadi Usman. Hukum Perwakafan di Indonesia (Ed. 1. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 
2013), h. 67-68 
44A. Asaad Yunus, Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (farid) (Jakarta: Pt.al-Qushwan, 
1992), h. 1993. 
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1) Wakaf Keluarga: 
Yang dimaksud wakaf keluarga (disebut juga wakaf khusus) adalah 
wakaf yang khusus diperuntuhkan kepada orang-orang tertentu, seseorang 
ataupun lebih, baik itu keluarga wakif maupun orang lain. 
2) Wakaf Umum: 
Yang dimaksud wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang 
diperuntuhkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini 
sifatnya sebagai lembaga keagamaan atau sosial dalam bentuk masjid, 
madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, perkuburan dan 
sebagainya.45 
Di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di 
Negara Timur Tengah, wakaf ahli ini setelah berlangsung puluhan tahun lamanya, 
meninbulkan masalah, terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. 
Maksud semula sama dengan wakaf umum , untuk berbuat baik orang lain dalam 
rangka melaksanakan amal kebajikan menurut ajaran Islam. Namun, kemudian terjadi 
penyalahgunaan itu misalnya (1) menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk 
menghindari pembagian dan pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang akan 
menerimanya, setelah wakif meninggal dunia dan (2) wakaf keluarga itu dijadikan 
                                                          
45Sayyid Sadiq, Fiqh Sunnah Jilid 3 (Beirut: Daar Al-Fikr), h. 148. 
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alat untuk mengelakkan tuntutan kreditur terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh 
seseorang, sebelum ia mewariskan tanahnya itu.46 
F. Fungsi Wakaf 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan 
dijelaskan dalam pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengkekalkan manfaat 
benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf ini maka manfaat 
dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk 
keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. 
Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan 
pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya bahwa wakaf bertujuan 
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan wakaf berfungsi 
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan 
ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, pada hakekatnya bakti kepada 
masyarakat serta menyantuni umat Islam ada tujuan yang dapat dicapai dengan wakaf 
agar memperoleh keridhaan Allah swt., dan memberikan pengayoman sosial dan 
dharma yang memerlukan pertolongan.47 
1. Fungsi Ekonomi 
Salah satu aspek fisik yang terpenting dari wakaf adalah keadaannya sebagai 
suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Harta tidak terpumpuk pada kalangan 
                                                          
46Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf  (Cet. I; Jakarta: Ul Press, 
1998), h. 89-90 
47Mukhtar Lutfi. Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar. (Makassar: Alauddin 
University Press, 2014), h. 67-68. 
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tertentu saja. Setiap orang yang memiliki kelebihan kekayaan dianjurkan untuk 
berwakaf, yakni menyerahkan sebahagian dari harta untuk kepentingan kehidupan 
masyarakat. Harta wakaf itu pada hakikatnya berfungsi sebagai modal yang dengan 
cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh agama dapat dikembangkan untuk 
meningkatkan taraf kehidupan ekonomi. 
2. Fungsi Sosial 
Dari segi sosial wakaf mempunyai fungsi yang sangat penting sekali. Apabila 
wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas 
dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. Setiap orang miskin dan melarat, akan 
mendapatkan jaminan dan pelayanan yang cukup. Fungsi sosial dari wakaf jauh lebih 
kuat dan pasti dari jaminan yang diberikan oleh sistem-sistem buatan manusia, yang 
sepenuhnya bergantung pada situasi dan kondisi temporer yang kebijaksanaan-
kebijaksanaan lainnya. 
3. Fungsi Ibadah 
Pertama-tama melangkah wakaf itu satu bagian ibadah dalam pelaksanaan 
perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya. Demikian 
tinggi fungsi ibadahnya ini, sehingga ia dijadikan salah satu rukun Islam. Dengan 
demikian pengakuan terhadapnya, turut menentukan terhitung tidaknya seseorang 
sebagai seorang muslim.  
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Apabila shalat adalah satu manifestasi ibadah badaniyah yang paling utama, 
maka wakaf sebagaimana zakat adalah suatu ibadah maliyah, ibadah dengan 
pengorbanan harta benda.48 
G. Mekanisme Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf 
1. Pengertian Tanah Wakaf 
Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Boedi 
Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, 
mulai dari terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan 
memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah hak milik dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah 
wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum 
lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.49 
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan 
berbagai peraturan pelaksanaannya, telah terjadi suatu pembaruan dibidang 
perwakafan tanah, dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik telah diatur, 
diterbitkan, dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar memenuhi hakikat 
dan tujuan daripada perwakafan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya diharapkan 
                                                          
48Asharinnuha. Fungsi, pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 28Tahun 1977 
49Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 272. 
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dengan berbagai peraturan dimaksud, persoalan tentang perwakafan tanah 
ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya.50 
2. Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf 
Pengelolaan dan manajemen wakaf yang lemah dapat mengakibatkan 
pengelolaan harta wakaf tidak optimal, harta wakaf terlantar, bahkan harta wakaf 
dapat hilang. Untuk mengatasi hal ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf 
harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan 
manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan. Selain perumusan konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-
undangan, pengelola wakaf juga harus dibina dan dilatih menjadi pengelola wakaf 
profesional untuk dapat mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta 
wakaf tersebut berupa uang. 
Harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus 
agar tidak terlantar dan tidak sia-sia (hafidz al-mal). Demikian pula halnya harta 
wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta 
mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan 
wakaf. Orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam 
istilah teknis disebut nadzir atau qayim atau mutawalli. Pada dasarnya pengelolaan 
wakaf adalah tanggung jawab pewakaf, mengingat pewakaf adalah pemiliknya yang 
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pertama. Namun demikian pewakaf dapat menunjuk orang lain yang dipercaya untuk 
mengelola harta wakafnya. Oleh karena itu pewakaf sewaktu-waktu dapat 
memberhentikan pengelola dan menggantinya dengan yang lain apabila diperlukan. 
Asumsi ini merujuk pada praktik wakaf Umar bin Khattab di kawasan Khaibar yang 
dikelola sendiri, kemudian diserahkan kepada Khafshah hingga akhir hayatnya, 
sesudah itu dikelola oleh orang-orang ahli dari kalangan keluarganya.51 
Pengelola wakaf adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi 
atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan pengelola wakaf. Apabila 
pengelola wakaf kurang cakap dalam mengelola harta wakaf, dapat mengakibatkan 
potensi harta wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 
muslim tidak optimal. Bahkan dalam berbagai kasus ada pengelola wakaf yang 
kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, 
kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga 
memungkinkan harta wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, 
hendaknya calon pewakaf sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang 
diperlukan masyarakat, dan dalam memilih pengelola wakaf hendaknya 
dipertimbangkan kompetensinya.52    
Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik itu 
diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan lebih terjaga. Selama 
                                                          
51Mukhlisin Muzarie. Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor). (Cet. I; Jakarta: Abbas 
Batavia-Art: 2010), h. 142. 
52Sri Nurhayati dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia, (Ed 3; Jakarta: Salemba Empat, 
2014), h. 342.  
40 
 
belum adanya Pereturan Pemerintah tentang perwakafan tanah, di Indonesia banyak 
terjadi permasalahan tanah wakaf yang muncul dalam masyarakat. Hal ini tidak 
berarti bahwa pemerintah tidak memperdulikan masalah perwakafan, namun karena 
peraturan yang ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 
1977 tentang perwakafan kurang memadai, maka pemerintah pun sulit untuk 
menerbitkan tanah wakaf yang jumlahnya sangat banyak.53 
Untuk itu, pengelolaan wakaf dapat memberikan konstribusi dalam menjamin 
suatu kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai 
dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan diatas biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek. Sehingga  
untuk peningkatan kapasitas produksi ada empat model yang dapat membiayai 
operasional dan dapat mengembalikan produktifitas semula harta wakaf antara lain 
sebgai berikut: 
1. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi 
harta wakaf yang lama. 
2. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf, pinjaman 
ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi wakaf semula. Syarat yang 
biasanya harus dipenuhi sebelumnya untuk dapat melakukan pinjaman 
adalah mendapat ijin dari hakim pengawas. 
                                                          
53Mukhtar Lutfi. Manajemen Wakaf (Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan 
Umat). (Cet. I; Makassar : Alauddin University Press : 2013), h. 95-96 
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3. Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Model substitusi berarti 
suatu pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lain, paling tidak 
memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan 
peruntukan yang ditetapkan pemberi harta wakaf (wakif). 
4. Model pembiayaan hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum 
pembayaran dimuka yang besar). Model pembiayaan ini diciptakan oleh 
fuqaha (ahli fikih) untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. 
5. Model pembiayaan ijaratain (sewa dengan dengan dua kali pembayaran) 
uang muka hanya boleh dipergunakan untuk merekonstruksi harta wakaf 
yang bersangkutan.54 
Nadzir yang mengelola dan mengurus benda wakaf berhak menerima 
penghasilan dari tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh kepala kandepag, cq. 
Kepala seksi dengan ketentuan tidak melebihi ketentuan sepuluh persen dari hasil 
bersih tanah wakaf. Nadzir di dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan 
fasilitas sepanjang dia perlukan dari tanah wakaf dan hasilnya yang jenis dan 
jumlahnya ditetapkan oleh kepala kandepag cq. Kepala seksi.55 
Pemanfaatan dana wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari 
keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk pendidikan, ekonomi dan kegiatan 
sosial, sebagaimana yang banyak dilakukan negara muslim seperti Mesir, Turki, Arab 
                                                          
54Mukhtar Lutfi. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. (Cet. I Makassar: Alauddin Press, 2011), 
h.  211-212. 
55Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Paradikma 
Baru Wakaf di Indonesia.(Cet. II; Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h.134.  
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Saudi,Yordania, Qatar, Malasysia, dan banyak lagi lainnya. Contoh riil pemanfaatan 
harta wakaf terlihat pada sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan 
tanah wakaf telah berdiri beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah sakit, 
pusat perkantoran, perniagaan dan banyak lainnya. Begitu juga di Indonesia sendiri 
pemanfaatan harta wakaf dapat dilihat pada pondok pesantren Darussalam Gontor 
yang berdiri. Dalam bentuk tempat ibadah yang letaknya strategis, pengembangan 
wakaf dapat dilakukan dengan menambahkan bangunan gedung untuk pertemuan, 
pernikahan, seminar dan acara lainnya yang merupakan kegiatan masyarakat seperti 
yang terdapat pada Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah dan lainnya.56 
Dalam pasal 42 disebutkan bahwa nadzir wajib mengelola dan 
mengambangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 
Selanjutnya pasal 43 dinyatakan: 
1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dalam prinsip 
syariah. 
2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. 
                                                          
56Ruslan Abdul Ghofur Noor. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan 
Ekonomi di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 113-114. 
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3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 
maksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga 
penjamin syariah.57 







   
 
                                                          
57Departeman Agama RI. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, h. 22 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah Diuraikan, 
maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Obyek penelitiannya yaitu, 
Pengelolan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Masjid H M Asyik di Kota Makassar.  
Penelitian ini dilaksanakan di Masjid H M Asyik di Kota Makassar dengan 
berbagai sasaran berbagai berbentuk pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf 
masjid yang telah dikelola oleh pihak pengurus masjid/nazhir yang telah ditugaskan 
oleh pengurus masjid untuk mengelola tanah wakaf masjid. Waktu yang diperlukan 
dalam penelitian ini adalah kurang lebih 1 bulan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitan ini 
yaitu:   
1. Pendekatan historis 
Pendekatan historis, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya dibahas beberapa 
peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang serta 
pelaku dari  peristiwa tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan 
memahami sejarah harta benda wakaf yang dalam penelitian ini difokuskan kepada 





2. Pendekatan yuridis normatif 
Pendekatan ini digunakan dalam menelaah peraturan-peraturan yang berlaku 
dalam pemecahan masalah, dalam artian mengkaji dan menelaah masalah yang 
timbul berdasarkan  hukum yang berlaku. 
C. Sumber Data 
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data 
dapat diperoleh. Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data 
sekunder yang diklarifikasikan sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 
sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 
yang bukan pengolahannya.58 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam proses pengumpulan data disesuaikan dengan penelitian yang akan 
dilakukan yaitu penelitian lapangan yang tidak lepas dari pengamatan langsung 
melalui beberapa metode: 
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1. Observasi  
Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari 
berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan 
panca indera.59 
2. Wawancara  
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara 
dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.60 
Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahaan 
secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti 
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 
Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan 
yang terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. 
Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan 
semiterstruktur,61 yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap 
mengetahui jelas keadaan/kondisi tanah wakaf Masjid H.M Asyik di Kota Makassar, 
yaitu, Pengurus Masjid H.M Asyik (Nazhir) dan orang-orang yang dianggap 
memahami kondisi tanah wakaf Masjid H.M Asyik (jamaah tetap). 
                                                          
59Sutrisno Hadi, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172  
60Syofian Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, (Ed. 1- Cet. 4; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 130.  




3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen yang ada di Masjid H M Asyik Makassar, seperti tulisan yang berupa 
peraturan serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam peneletian kualitatif. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan  satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. 
Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 
memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, 
gambar, foto atau dokumen berupa laporan. 
Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan 
beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses 
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaa, pengabstrakan dan transformasi 
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa 
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berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, dicari tema dan polanya.62 
Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) 
mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 
2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 
sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.63 Dalam proses 
penyajian data yang telah direduksi data diarahkan agar teroganisasikan, tersusun 
dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data biasa 
dilakukan dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (flow diagram).64 
Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara 
deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) 
memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian 
dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian 
kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai 
dengan alur penelitian. 
 
                                                          
62Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2009) , h. 92 
63Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan 
NVIVO, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) 
64Syofian Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, (Ed. 1-Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 
2014), h. 215 
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3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi 
Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan 
memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Memo dan memo telah 
ditulis, namun kesimpulan akhir masih jauh.65 
                                                          
65Muri Yusuf, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan),  (Cet. 3; 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Masjid H.M Asyik 
 Yang melatar belakangi berdirinya Masjid H.M Asyik ini adalah dari 
beberapa informasi-informasi yang berkembang dimasyarakat maupun dari keluarga 
almarhum H.M Asyik itu sendiri bahwa beliau memang bercita-cita ingin mendirikan 
Masjid di Makassar, karena beliau adalah seorang hartawan dari Pare-Pare Sulawesi 
Selatan. Setiap beliau ke Makassar dia singgah di suatu Masjid yang ada di 
Kabupaten Barru dan beliau melihat kondisi Masjid tersebut yang tidak terawat dan 
agak kotor, terutaman wcnya. Sejak saat itulah tertanam dibenaknya keinginan beliau 
untuk mendirikan Masjid yang megah di Kota Makassar. Berikut gambaran tentang 
Yayasan Masjid HM Asyik dalam bentuk tabel. 
Tabel Profil Masjid HM Asyik Kota Makassar 
ID Masjid : 01.6.26.22.13.000007 
Luas Tanah : 2.500 M² 
Status Tanah : Wakaf 
Luas Bangun : 900 M² 











Parkir, Taman, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, 
Ruang Belajar (TPA/TK Islam), Perlengkapan Pengurusan 
Jenazah, Kantor Sekretariat, Sound System dan 
Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar 
Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah 
Kegiatan : 
Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, 
Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, TK Islam, 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Menyelenggarakan 
Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq 
Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, 
Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan 






 Peletakan batu pertaman Masjid dilakukan oleh Almarhum H.M Asyik pada 
 tahun 1980 dan melakukan penimbunan seluas ± 1000 m² dan tinggi ± 150 m² 
 menurut arsitek pembangunan Masjid Bapak H. Sahnun (Puang Sahnun) 
 yang juga keponakan beliau. Bapak Almarhum H.M Asyik membangun 
 Masjid ini kurang lebih 1-4 tahun (1980-1984) dengan biaya sendiri. Pada 
 tahun 1985 Masjid ini diresmikan penggunaannya oleh Bapak wakil gubernur 
 KDH Drs. H. Daud Nompo, sekaligus penyerahan dan mewakafkan 
 pengelolaannya kepada Yayasan Masjid. Pada awal berdirinya, Masjid ini 
 bernama Masjid Raodah dan merupakan salah satu Masjid termegah di Kota 
 Makassar-Sulawesi Selatan bahkan Indonesia Timur. Nama Raodah sendiri 
 diambil dari nama salah seorang anaknya yang ke-6 dari ketujuh 
 bersaudara.52 
 
 Berikut silsilah keluarga H.M Asyik 
Nama  : H.M Asyik (Almarhum) 
Istri  : Siti Hawa Asyik (Almarhuma) 
Anak  : Hj. Surya Asyik (Almarhuma) 
 
                                                          







    Hj. Asyha Asyik (Almarhuma) 
    Hj. Syamsih Asyik (Almarhuma) 
    H. Monin Asyik (Almarhum) 
    H. Usman Asyik (Almarhum) 
    Hj. Raodah Asyik 
    Hj. Radiah Asyik 
 Pada tahun 1985 tepatnya pada tanggal 14 Februari beliau wafat dan 
berwasiat kepada keluarganya untuk diganti Masjid Raodah menjadi Masjid H. 
Muhammad Asyik namanyan sendiri. Sejak saat itulah dan sampai sekarang Masjid 
Raodah berubah menjadi Masjid H.M Asyik.53  
2. Visi dan Misi Masjid H.M Asyik 
 Adpun Visi dan Misi Masjid H.M Asyik adalah 
Visi: 
“Menjadi Tempat dan Pusat Ibadah Kajian Islam” 
Misi: 
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Masjid H.M Asyik telah memiliki struktur kepengurusan yang diharapkan 
secara kompak bersama-sama  dalam mengembangkan kehidupan  keagamaan dan 
perekonomian warga sekitar baik untuk kesejahteraan umat maupun untuk internal di 
dalam kepengurusan. 
Struktur kepengurusan Masjid H.M Asyik terdiri dari seorang ketua harian, 
dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara serta bidang bidang yang lain guna untuk 
kelancaran kegiatan keagamaan pada Masjid tersebut.  
C. Bentuk Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid H.M Asyik Kota Makassar 
 Dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud pengelolaan ialah, (1) proses, 
cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan 
menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membbantu merumuskan 
kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan pada 
semua hal yang terlibat dalam pelaksaan kebijaksaan dan pencapaian tujuan.54 
 Dalam konteks pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir atau pengurus 
Yayasan Masjid HM Asyik berbagai upaya yang telah dilakukan adalah: 
1. Pengadministrasian Tanah Wakaf 
 Setelah mendata tanah-tanah wakaf secara nasional, maka hal yang perlu 
dilakukan dalam rangka pengamanan tanah-tanah tersebut adalah dengan segera 
memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada di seluruh pelosok tanah air. Secara 
teknis, pemberian sertifikat tanah wakaf memang membutuhkan keteguhan para 
nazhir dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan peran semua pihak yang 
                                                          





berkepentingan, khususnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah 
daerah agar memudahkan pengurusannya.55  
 Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 
Wakaf bahwa salah satu tugas nazhir wakaf adalah melakukan pengadministrasian 
harta benda wakaf, 56   maka pengurus Yayasan Masjid HM Asyik berupaya 
melakukan hal yang sama. 
 Upaya awal yang dilakukan adalah mengurus administrasi wakaf pada Kantor 
Urusan Agama Kota, yaitu mengurus Akta Ikrar Wakaf, Ikrar Wakaf dan Surat 
Pengesahan Nazhir wakaf (dalam hal ini adalah pengurus Yayasan). Setelah 
pengurusan Akta Ikrar Wakaf tersebut selesai, selanjutnya demi kepastian hukum di 
masa mendatang, maka oleh pengurus yayasan di rasa perlunya untuk lebih 
meningkatkan tidak hanya sampai pada Akta Ikrar Wakaf saja. Maka selanjutnya 
diuruslah sertifikat wakaf tanah yayasan tersebut pada kantor Pertanahan Kota 
Makassar, sehingga akhirnya telah terbit sertifikat wakaf tersebut. 
2. Mengangkat Para Pelaksana Yayasan yang Berkompeten di bidangnya. 
 Para pengurus yang diangkat/ditugaskan untuk mengurus Yayasan Masjid 
HM Asyik adalah orang-orang yang ahli dibidangnya sendiri dan orang yang masih 
hidup sampai sekarang dan merupakan saksi hidup Yayasan itu ada 5 (lima) orang. 
Sedangkan para guru yang diangkat/ditugaskan mengajar pada lembaga-lembaga 
pendidikan yang ada Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an dan Pendidikan Anak Usia 
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Dini (PAUD) mereka yang memiliki  kompetensi yang cukup untuk mengajar. 
Dimana, pada PAUD saat ini jumlah tenaga pengajarnya ada 4 (empat) orang guru. 
 Dari empat orang guru tersebut , terdiri 1 (satu) orang kepala sekolah. 
 Dimana semua tenaga pengajar di PAUD ini berpendidikan Sarjana Strata 
 Satu (S1 Kependidikan) dan jumlah siswa kami di tahun ajaran ini ada 38 
 (tiga puluh delapan) orang.57 
 
3. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Kerja Para Pelaksana/Pegawai Yayasan 
 Pengawasan yang dilakukan pengurus Yayasan terhadap para 
pelaksana/pegawai dilakukan secara terus menerus dan semaksimal mungkin. Hal 
yang dilihat dalam ini adalah apakah para pelaksana tersebut telah bekerja sesuai 
dengan tupoksi mereka atau tidak , termaksud kehadiran, kesungguhan bahkan 
kreatifitas mereka dalam bekerja. Sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
tidak diawasi oleh pengurus yayasan akan tetapi diawasi langsung oleh Kepala 
Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Makassar.  
 Pengelolaan tanah wakaf adalah bentuk atau proses untuk melakukan 
kegiatan dan pengawasan terhadap semua yang terlibat dalam kegiatan, agar dapat 
memnerikan keuntungan. Adapun bentuk pengelolaan tanah wakaf Masjid H.M 
Asyik adalah Sebagai Tempat Ibadah yaitu Masjid H.M Asyik Sendiri, Lembaga 
Pendidikan agama usia dini yang bernaun dibawah yayasan H.M Asyik yaitu TK 
Islam/PAUD, TPA dan TPQ Raodatul Asyik dan Kegiatan Perekonomian. 
                                                          






 Sementara itu tanah wakaf Masjid H.M Aysik merupakan tanah wakaf ahli 
dan dikelola oleh yayasan itu sendiri dimana apabila yayasan masjid bubar, maka 
wakaf akan kembali kepada ahli waris. 
 Pengelolaan tanah wakaf Masjid di kelola dengan transparan dan profesional, 
 semua pemasukan dan pengeluaran Masjid di Umumkan setiap Jum’at 
 termasuk hasil celengan hari raya idul fitri dan idul adha.58 
 
 Berdasarkan penuturan diatas, maka tanah wakaf  yang terdapat di H.M 
Asyik adalah tanah yang mulanya merupakan tanah milik pribadi dan diwakafkan 
kepada pengurus yayasan itu sendiri. Dengan demikian wakaf tersebut dapat 
dinamakan dengan wakaf ahli (dzurri), dimana wakaf ahli (dzurri) adalah wakaf yang 
diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan 
lingkungan kerabat itu sendiri. 
 Menurut penulis, dalam pengelolaan tanah wakaf di Masjid H.M Asyik 
sendiri sudah benar dan tepat dengan arti wakaf sendiri, akan tetapi yang mengelola 
tanah wakaf Masjid H.M Asyik tersebut hanya di kelola oleh pengurus/yayasan 
sendiri dimana dalam pengelolaan tanah wakaf harus mempunyai nazhir agar wakaf 
tersebut dapat berkembang secara baik. 
 Sama halnya dengan fiqh Islam dan kompilasi hukum, maka menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 untuk adanya wakaf tanah milik 
                                                          






tersebut harus dipenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tanah milik tersebut, 
yaitu:59  
1. Adanya orang berwakaf (waqif) sebagai subyek hukum wakaf tanah 
milik. 
2. Adanya benda yang diwakafkan (mauquf), yaitu tanah milik. 
3. Adanya penerima wakaf (sebagai subyek wakaf) (nadzir). 
4. Adanya ‘aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari 
tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf. 
 Meskipun tanah wakaf tersebut merupakan tanah yang masuk dalam ranah 
milik yayasan, yaitu tanah wakaf  Masjid H.M Asyik adalah murni tanah wakaf yang 
pada awalnya hak milik, yang diwakafkan untuk keluarga dan kerabat lainnya. 
Meskipun demikian, tanah tersebut tetap tanah wakaf. 
D. Bentuk Pendayagunaan Tanah Wakaf Masjid H.M Asyik Kota Makassar 
 Berdasarkan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di 
Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum tuntas dan belum 
selesai, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan 
menjanjikan. Kasus-kasus sejumlah harta wakaf diberbagai daerah di hampir seluruh 
Indonesia, membuktikan bahwa masih banyak masalah yang harus segera 
dipecahkan dan pengelolaan yang masih relatif rendah sehingga kurang mampu 
memberi kontribusi kepada masyarakat luas.  
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 Dalam hal pendayagunaan tanah wakaf  Yayasan Masjid HM Asyik , 
berbagai Upaya yang dilakukan pengurus yayasan adalah: 
1. Pembangunan Saran dan Prasarana. 
 Pembangunan sarana terutama sarana ibadah merupakan salah satu indikator 
perkembangan Yayasan Masjid HM Asyik yang diupayakan oleh pengurus yayasan. 
Hal ini dikarenakan pada awal didirikannya, hanya berdiri sebuah masjid saja, namun 
saat ini telah ada berbagai gedung sebagai sarana pendidikan dan sosial keagamaan 
yang mendukung berjalannya yayasan. 
 Adapun berbagai pembangunan secara fisik atau berupa sarana dan prasarana 
yang telah direalisasikan yaitu: 
 Pembangunan Masjid HM Asyik 
 Pemabangunan Gedung TK Islam/PAUD HM Asyik 
 Pembangunan Kantor Pengurus Yayasan 
 Pembangunan Kantor TK Islam/PAUD 
 Pembangunan Taman Bermain 
 Demikian pula dengan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka operasional 
Yayasan baik di bidang pendidikan, sosial dan lainnya, dari waktu ke waktu terus 
diupayakan untuk dilengkapi. 
2. Meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus dan pelaksanaan 
yayasan. 
 Usaha ini dilaksanakan dengan cara mengikut sertakan para pengurus 





Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas, yang akhirnya diharapkan 
akan dapat lebih meningkatkan kualitas dan memajukan yayasan. 
 Iya, kadang-kadang ada pelatihan untuk pengurus masjid berupa, pelatihan 
 manajemen masjid, sound sistem, zakat, wakaf, penyelenggaran jenazah dan 
 lain-lain, kadang juga bermalam ditempat pelatihan.60 
 
E. Upaya yang Dilakukan Dalam Pemanfaatan Hasil Pengelolaan dan 
Penadayagunaan Tanah Wakaf Yayasan Masjid HM Asyik Kota Makassar 
 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf pada Bab V pasal 42 disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 
Dan pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa dalam hal pengelolaan dan 
pendayagunaan wakaf tersebut dilakukan secara produktif. Dari upaya-upaya yang 
telah dilakukan oleh pengurus Yayasan Masjid HM Asyik sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa upaya pengelolaan dan 
pendayagunaan wakaf tersebut bersifat produktif. 
 Dan dari hasil pengelolaan tersebut oleh pengurus yayasan telah dilakukan 
upaya-upaya pemanfaatan sebagai berikut:  
1. Ibadah. 
 Pertama-tama melangkah wakaf itu satu bagian ibadah dalam pelaksanaan 
perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya. Demikian 
tinggi fungsi ibadahnya ini, sehingga ia dijadikan salah satu rukun Islam. Dengan 
                                                          






demikian pengakuan terhadapnya, turut menentukan terhitung tidaknya seseorang 
sebagai seorang muslim. 
 Bentuk pendayagunaan tanah wakaf Masjid HM Asyik selain tempat ibadah 
(sholat) adalah digunakan untuk wamina perkawinan, pengajian-pengajian majeis 
taklim, kegiatan-kegiatan yang berbaur tentang agama Islam dan organisasi 
kepemudaan. 
2. Sosial/Pendidikan 
 Fungsi sosial dari wakaf jauh lebih kuat dan pasti dari jaminan yang 
diberikan oleh sistem-sistem buatan manusia, yang sepenuhnya bergantung pada 
situasi dan kondisi temporer yang kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya. 
 TK Islam/PAUD HM Asyik Sendiri telah berdiri pada tahun 2004 dan SK 
Para tenaga pengajar dikeluarkan oleh pengurus yayasan dan diusulkan ke Dinas 





2013-2014 20 18 38 
2014-2015 10 18 28 
2015-2016 9 15 24 
2016-2017 21 17 38 





 Selain di pendidikan, pengurus yayasan juga menyediakan buka puasa setiap 
hari senin dan kamis. Dimana jamaah yang berpuasa pada hari tersebut pengurus 
yayasan menyediakan takjil untuk berbuka puasa bersama. 
3. Ekonomi 
 Salah satu aspek fisik yang terpenting dari wakaf adalah keadaannya sebagai 
suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Harta tidak terpumpuk pada kalangan 
tertentu saja. Setiap orang yang memiliki kelebihan kekayaan dianjurkan untuk 
berwakaf, yakni menyerahkan sebahagian dari harta untuk kepentingan kehidupan 
masyarakat. Harta wakaf itu pada hakikatnya berfungsi sebagai modal yang dengan 
cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh agama dapat dikembangkan untuk 
meningkatkan taraf kehidupan ekonomi. 
 Sebagaimana dihalaman Masjid HM Asyik terdapat sebuah warung dan ada 
beberapa orang yang menjadi tukang parkir dan penjaga sandal/sepatu untuk 
menjaga keamanan dan kenyamanan para jamaah yang singgah beribadah (sholat), 
dan secara tidak langsung mereka telah terbantu dari segi ekonominya bagi orang 
yang menjadi tukang parkir dan penjaga sandal/sepatu karena telah mendapat imblan 
dari jamaah itu sendiri.  
 Iya nak, saya yang menjual ini. Hasil penjualan barang saya ini lumayan 
 membantu ekonomi saya dan tidak adaji infak perbulannya yang saya kasi 




                                                          





F. Faktor yang Menghambat dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah 
Wakaf Yayasan Masjid HM Asyik Kota Makassar 
 Selama mengelola dan mendayagunakan Yayasan Masjid HM Asyik sejak 
berdirinya tahun 1980, tentu pengurus yayasan telah mengalami kendala dalam 
pengelolaan dan pendayagunaannya salah satunya adalah hanya terdapat dari internal 
yayasan dalam hal ini masih ada anak dan cucu almarhum yang belum faham bahwa 
tanah dan masjidnya telah diwakafkan. 
 Disini penulis dapat menyimpulkan bahwa, sebagaimana kita ketahui bahwa 
benda/harta yang telah diwakafkan itu tidak boleh lagi dikuasai sepenuhnya dari ahli 
waris dan seluruh pemanfaatannya itu untuk orang banyak. 
G. Analisis Penulis 
1. Analisis Pengelolaan 
 Dalam rangka pengelolaan tanah wakaf Yayasan Masjid HM Asyik, 
para pengurus yayasan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Pengadministrasian tanah wakaf 
b. Mengangkat Para Pelaksana Yayasan yang Berkompeten di 
bidangnya. 









2. Analisis Pendayagunaan 
 Kata pendayagunaan menpunyai dua arti : pengusahaan agar mampu 
mendatangkan hasil dan manfaat; dan pengusahaan (tenaga dan sebagainya) 
agar mampu menjalankan tugas dengan baik.62 
Dalam konteks pendayagunaan tanah wakaf yayasan Masjid HM 
Asyik beberapa hal yang telah diuapayakan yaitu : 
a. Pembangunan Saran dan Prasarana. 
b. Meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus dan 
pelaksanaan yayasan 
Dari upaya pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan 
oleh yayasan jelas menggambarkan perkembangan/kemajuan yayasan dari 
waktu ke waktu. Indikatornya adalah bahwa saat ini telah berdiri bangunan 
yang mendukung jalannya yayasan, baik untuk sarana pendidikan (Gedung 
TK Islam HM Asyik) dan Sosial Keagamaan (majelis taklim dan sekretariat 
yayasan). 
3. Analisis Pemanfaatan Hasil Pengelolaan dan Pendayagunaan 
Dalam hal pemanfaatan hasil pengelolaan dan pendayagunaan wakaf 
dapat yang dikategorikan menjadi dua bagian yaitu : 
a. Pemanfaatan secara internal  
Yang dimaksud dengan pemanfaatan internak adalah pemanfaatan 
yang ditujukan kedalam yayasan itu sendiri dan hasilnya dirasakan 
                                                          





dalam internal yayasan. Yang termasuk pemanfaatan kategori internal 
adalah pemanfaatan untuk biaya operasional yayasan dan pemanfaatan 
untuk dijadikan sebagai modal pembangunan sarana dan prasarana 
dalam rangka pengembangan yayasan 
b. Pemanfaatan secara eksternal 
Yang dimaksud dengan pemanfaatan ini adalah manfaat yang 
dirasakan oleh komponen masyarakat diluar yayasan. Yang dimaksud 
dalam kategori ini adalah membantu perekonomian masyarakat 
dimana penjual yang ada di pekarangan masjid itu tidak dikenankan 
infak perbulan, tukang parkir dan penjaga sandal/sepatu yang ada 










 Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti terhadap pengelolaan dan 
pendayagunaan tanah wakaf pada Masjid HM Asyik Kota Makassar , maka secara 
umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan pendayagunaannya 
sudah dikelola dengan cukup baik. Dan ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil 
oleh peneliti adalah: 
1. Mengenai pengelolaan tanah wakaf yang ada di Masjid HM Asyik Kota 
Makassar sudah berjalan dengan baik sebab hingga saat ini manfaatnya dapat 
dinikmati secara terus menerus oleh umat, terbukti dengan adanya 
pengelolaan tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat peribadatan yakni 
Masjid HM Asyik Kota Makassar, dan sebagai tempat pendidikan yakni 
PAUD Islam HM Asyik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. 
2. Mengenai pendayagunaan tanah wakaf Masjid HM Asyik Kota Makassar  
hingga saat ini telah terealisasi secara optimal sehingga dapat memberikan 
kontribusi secara luas khususnya di bidang ekonomi dan sosial. 
3. Pengurus Yayasan telah membentuk ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) 
B. Saran 
 Adapun saran-saran penulis untuk kemajuan dalam mengelola tanah wakaf 





1. Untuk pengurus yayasan agar dapat membentuk nazhir dimana dalam sebuah 
wakaf seorang nazhir yang paham betul tentang apa itu wakaf, tanpa adanya 
nazhir dalam suatu yayasan maka wakaf itu tidak akan berjalan dengan baik. 
2. Untuk internal/keluarga dari si pewakif agar bisa lagi memahami apa yang di 
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Keagamaan. Organisasi Politik yang tekuni oleh peneliti adalah salah Partai yang 
baru lolos dari Kementrian Hukum dan HAM pada tahun 2016 yaitu Partai 
Solidaritas Indonesia dimana peneliti sekarang menjabat sebagai salah satu ketua 
DPC PSI Bajeng yang ada di Kabupaten Gowa. Organisasi Sosial yang ditekuni 
adalah Karang Taruna di tingkat desa. Sedangkan organisasi Keagamaan adalah 
Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 
Indonesia (BKPRMI), Ikatan Remaja Masjid Nurul Jihad Panciro. Dan peneliti 
sempat menjabat di HMJ Ekonomi Islam Bidang Kesekretariatan dan 
Kesejahteraan EKIS selama 2 Periode (2014-2015 dan 2015-2016). 
Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah 
berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan 
penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia 
perekonomian ummat. 
 
“PEMUDA HAR INI, PEMIMPIN MASA DEPAN” 
